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M O T T O 

 
 

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن 
: النور(فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَكُونُوا 

32( 
 
 
Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya 
lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).∗ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan  

Terjemahnya, DEPAG, 1979, hlm. 549. 
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ABSTRAK 

 
Yang menjadi masalah adalah bagaimana pendapat Maulana 

Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Bagaimana metode 
istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah 
umur? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, 
sedangkan metodenya adalah secara induktif berdasarkan data langsung dari 
subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan 
secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana 
data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Mencari 
hubungan logis antar pemikiran Maulana Muhammad Ali dalam berbagai 
bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di 
samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran 
tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. 
Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Maulana 
Muhammad Ali sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek. Data 
Primer, yaitu karya Maulana Muhammad Ali yang berjudul: The Religion of 
Islam. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan 
judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
library research (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi 
sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari 
kemampuan pengarangnya.  

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Maulana Muhammad 
Ali bahwa oleh karena kitab Fiqih mengikuti undang-undang umum tentang 
perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun kitab fiqih 
mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak 
atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun yang 
menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan 
perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi, setelah wahyu yang terperinci 
tentang undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah. 
Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam 
pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun 
ada izin dari wali. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali 
adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. Terhadap ayat ini, Ibnu Kasir dalam 
tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada 
orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan tasaruf penggunaan) 
harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali 
mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari 
hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya. 
Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir menyimpulkan, orang-orang yang 
kurang sempurna akalnya dikenakan hijr (larangan) yaitu tidak boleh men-
tasaruf-kan hartanya). Mereka yang di hijr ini ada beberapa macam; 
adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab 
perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang 

Perkawinan) dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa".1 Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.2 

Sementara Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab 

qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu 

dan memenuhi rukun serta syaratnya.3 Syekh Kamil Muhammad Uwaidah 

mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga 

sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya 

dengan percampuran.4 

As Shan’ani dalam kitabnya Subul al-Salam memaparkan bahwa 

secara bahasa, an-nikah ialah penggabungan dan percampuran. Ada pula yang 
                                                 

1Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 
1991), perkawinan miitsaaqan ghalizhan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 
yang sangat kuat atau ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.  

2Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47. 
3Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. 
4Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa, terj. M. Abdul Ghofar, 

"Fiqih Wanita', Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.  
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menyatakan, kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. 

Demikian pula ada yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan 

secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan 

bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang 

dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu musytarak 

bagi keduanya. Kata nikah  banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang 

mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang 

bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali 

dalam hal akad.5  

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan 

tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah 

suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-

laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara 

yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda: 

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ 
 نَ مَالِكٍ رَضِي اللَّه عَنْهنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْبْ

 عَلَيْهِ  صَلَّى اللَّهيَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
لَمَّا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهوَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَ

 مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهأُخْبِرُوا آَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ 

رُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَ
أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ 

                                                 
5Imam al-San’ani, Subul al-Salam, Juz III, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, 

hlm. 350. 
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 فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ آَذَا وَآَذَا أَمَا ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِاللَّهِ صَلَّى اللَّ
اآُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاآُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَ

رواه (وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 
 6)البخارى

 
Artinya:  Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Maryam telah 

memberitahu kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Himaid 
bin Abi Humaid ath-Thawail, sesungguhnya dia telah mendengar 
dari Anas bin Malik r.a., katanya: Ada tiga orang laki-laki datang 
berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi saw; bertanya tentang ibadat 
beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka 
menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi itu terlalu sedikit. 
Mereka berkata: "Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua 
dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni, 
Allah." Salah seorang dari mereka berkata: "Untuk saya, saya akan 
selalu sembahyang sepanjang malam selama-lamanya." Orang kedua 
berkata: "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka." 
Orang ketiga berkata: "Saya tidak akan pernah mendekati wanita. 
Saya tidak akan kawin selama-lamanya." Setelah itu Rasulullah saw. 
datang. Beliau berkata: "Kamukah orangnya yang berkata begini dan 
begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada 
Tuhan dibandingkan dengan kamu. Tetapi saya berpuasa dan 
berbuka. Saya sembahyang dan tidur, dan saya kawin. Barangsiapa 
yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak termasuk ke dalam 
golonganku." (HR. al-Bukhari). 

 
Dari hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak 

menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Namun demikian, apakah 

dengan hadis tersebut secara otomatis setiap orang diperkenankan menikah, 

termasuk di dalamnya anak yang masih di bawah umur.  

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan 

bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi 

                                                 
6Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz  III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 251. 
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Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang 

diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa 

raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk 

itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di 

bawah umur.7  

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita 

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan 

itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi 

pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).8 

Oleh karenya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak 

diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum 

mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap 

bertindak (ghaira ahliyatil ada).9  

Apabila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan 

batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. 

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki 

kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh 

terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Di sisi lain, 

                                                 
7Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 

hlm. 76-77.   
8Ibid  
9Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995, 

hlm. 35.   
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masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (mu'amalah) 

yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak 

adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk 

menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, kedewasaan untuk 

menikah termasuk masalah ijtihadiah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk 

berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.10 Hal ini sebagaimana 

diungkapkan Ahmad Rofiq bahwa masalah penentuan umur dalam undang-

undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, 

sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, 

apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat.11 

Berdasarkan pendapat di atas, Maulana Muhammad Ali menyatakan 

sebagai berikut:  

It is true that Jurisprudence, following the general law of contracts, 
recognizes, in the case of a marriage contract, the legality of the 
consent of a guardian on behalf of his ward, but there is no case on 
record showing that the marriage of a minor through his or her 
guardian was allowed  by the Prophet after details of the law were 
revealed to him at Madinah.12 
 
Artinya: Memang benar bahwa oleh karena kitab Fiqih mengikuti 

undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal 
undang-undang perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya 
perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak 
atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun 
yang menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur 
yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan 
oleh Nabi Suci, setelah wahyu yang terperinci tentang 

                                                 
10Helmi Karim dalam Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), Problematika 

Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.   
11Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 77.   
12Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, New York: National Publication, hlm. 

614 – 615.  
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undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di 
Madinah.13 

 

Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam 

pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun 

ada izin dari wali. Dari pandangannya yang cukup kontroversil ini, masalah 

yang muncul, apa yang menjadi dalil hukum Maulana Muhammad Ali. 

Sehubungan dengan itu tema ini menjadi penting dikritisi. Karena pernikahan 

merupakan sesuatu yang teramat penting dan mempunyai dampak yang sangat 

luas, terutama bagi generasi yang akan datang. Kecuali itu, masih banyak 

orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama di kalangan generasi 

muda. Di sinilah terletak, antara lain urgennya mengkaji pendapat Maulana 

Muhammad Ali.    

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di 

bawah umur? 

2. Bagaimana metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia 

kawin anak di bawah umur?   

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
                                                 

13Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, 
"Islamologi (Dinul Islam) ", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 411 – 412.      
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1. Untuk mengetahui pendapat pendapat Maulana Muhammad Ali tentang 

usia kawin anak di bawah umur. 

2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali 

tentang usia kawin anak di bawah umur.   

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari’ah ditemukan 

kajian khusus berupa skripsi yang judulnya ada hubungan dengan penelitian 

ini. Meskipun demikian secara khusus belum membahas konsep Maulana 

Muhammad Ali. Skripsi yang dimaksud di antaranya:   

1. Skripsi yang disusun oleh Ali Murtadho (NIM 2198057IAIN Walisongo 

Semarang) dengan judul: "Konsepsi Hukum Islam Tentang Mukallaf 

Dalam Konstruksi Hukum Perkawinan Nasional". Menurut penyusun 

skripsi ini bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa penentuan 

kecakapan atau tidaknya seseorang dalam hukum bergantung pada 

akalnya. Akal seseorang secara biologis bisa mengalami perubahan baik 

berkurang bahkan hilang kemampuannya sama sekali. Dalam kaitan ini 

kecakapan bertindak dalam hukum seseorang bisa berubah disebabkan 

oleh (1) al `awarid al samawiyyah (halangan yang bersifat alamiyah 

datangnya dari Tuhan) seperti gila, dungu, sakit tua yang berlanjut pada 

kematian, dan yang sejenisnya dan (2) al `awarid al muktasabah 

(halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) seperti mabuk, 

dipaksa, tersalah (khata`), dan yang sejenisnya. 
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Dalam implementasinya, halangan terhadap ahliyah al ada 

diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama menghilangkan 

kecakapan seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan 

lupa. Kedua, mengurangi kecakapan seseorang atas hukum sehingga sifat 

kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang  dungu. Ketiga, 

halangan yang sifatnya mengubah sebagian kemampuan bertindak secara 

hukum seperti orang yang pailit, di bawah pengampuan, dan lain-lain.   

Kemampuan untuk memahami taklif (beban hukum) hanya bisa 

dicapai melalui akal manusia yang sehat. Karena akal merupakan sesuatu 

yang tersembunyi dan sulit diukur serta berbeda antara satu orang dengan 

yang lainnya sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka hukum 

Islam menetapkan patokan dasar sebagai  indikasi luar dalam menentukan 

apakah seseorang telah cukup berakal atau belum. Indikasi luar tersebut 

dikenal dengan istilah baligh. Sedangkan untuk menentukan apakah 

seseorang telah baligh ataukah belum ditandai dengan keluarnya darah 

haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi pria 

baik dalam keadaan terjaga maupun mimpi.  

Nampak jelas dalam konsep hukum Islam bahwa kedewasaan atau 

kemampuan bertindak seseorang dalam hukum tidak berdasarkan usia, 

namun lebih melihat dari aspek biologis manusia itu sendiri, di samping 

itu juga diperhatikan unsur-unsur berakal sehat dan baligh. Oleh karena itu 

sifatnya sangat bergantung pada personalitas pelaku dan sangat beragam.   
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2. Skripsi yang disusun oleh Atikah (NIM 2100134 IAIN Wali Songo 

Semarang) berjudul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Kriteria 

Baligh Menurut Imam Abu Hanifah. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa 

oleh karena baligh sebagai tanda permulaan dewasa tidak dapat disamakan 

bagi semua orang karena permulaan haid tidak sama bagi semua wanita, 

dan permulaan mimpi tidak sama bagi semua pria maka ditetapkanlah oleh 

jumhur ulama bahwa umur lima belas tahun adalah permulaan baligh. 

Tetapi imam Abu Hanifah mengambil patokan permulaan usia baligh bagi 

anak pria delapan belas tahun, dan bagi anak wanita tujuh belas tahun. 

Zaman dahulu di Romawi batas usia baligh bagi anak wanita di kala sudah 

mencapai umur dua belas tahun, dan bagi anak pria empat belas tahun.  

Di kala masalah-masalah sosial, keluarga, dan kehartabendaan 

makin lama semakin ruwet dan banyak liku-likunya yang harus 

dipertanggungjawabkan maka pada sebagian undang-undang 

mencantumkan permulaan usia dewasa jika seseorang sudah berusia 

sembilan belas tahun, dan ada yang mencantumkan dua puluh satu tahun, 

bahkan ada pula undang-undang yang mencantumkan dua puluh lima 

tahun, bagi seluruh warga negaranya.  

Tetapi patokan usia baligh menurut syari'at Islam ialah datangnya 

haid pertama bagi wanita, dan mimpi pertama bagi pria untuk 

melaksanakan hukum taklifi baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah 

maupun dengan hak-hak sesama manusia. 
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Keterangan di atas dapat ditemukan misalnya dalam buku 

Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan, para ulama sepakat bahwa 

haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil 

terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh 

kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki..     

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Saiful (NIM 2101300 IAIN Wali Songo 

Semarang) dengan judul: Study Pemikiran Imam Syafi'i tentang Usia 

Baligh. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa  

Imam Syafi'i menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan 

perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 

tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak 

laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh 

belas tahun.   

Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia baligh anak 

laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan 

tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini: artinya: Apabila anak 

perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, hak hartanya diserahkan 

kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas 

haknya dan terhadap dirinya secara penuh.  

Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa 

terjadi pada anak gadis usia sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk 

hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri. Pendapat 

Hanafi dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan 
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usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun 

untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki 

dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani 

(di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, 

hamil, atau haidh.   

E. Metode Penelitian 

Metodologi penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, 

metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, 

sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan 

data itu,14 maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut:15 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka 

statistik, sedangkan metodenya adalah historis, yaitu suatu periodisasi atau 

tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan 

                                                 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.    
15Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1991, hlm. 24. 
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kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah.16 Tata kerja metode 

ini merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran 

gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk 

menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami 

kenyataan-kenyataan sejarah. Di samping itu digunakan pula 

hermeneutika yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks 

keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu 

yang jauh berbeda dari si empunya.17 Dalam konteks ini, analisis sedapat 

mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca 

dan teks buku The Religion of Islam dalam rentang waktu yang jauh 

dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan 

dengan kurun waktu pembaca saat ini.                                   

2. Sumber Data  

a. Data Primer, yaitu karya Maulana Muhammad Ali yang berjudul: The 

Religion of Islam 

b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di 

atas, di antaranya: Kitab Mazahib al-Arba'ah; Fath al-Qarib; Bidayah 

al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fatul 

Mu'in; Subulus Salam; Nail al-Autar; I'anah al-Talibin; Sahih al-

Bukhari; Sahih Muslim; Fath al-Wahab; Bughyatul Musytarsidin; al-

                                                 
16Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah, terj. Mu’in Umar, et al, Jakarta: Depaq, 

1986, hlm.  16 
17Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik, Jakarta: 

Paramida, 1996, hlm. 14. Musahadi HAM, Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada 
Perkembangan Hukum Islam),  Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140 – 141  
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Muhazzab; Tasir Ibu Kasir; Tafsir al-Maragi, Tafsir at-Tabari; Tafsir 

al-Manar; Tafsir Ahkam.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research 

(penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian 

rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan 

pengarangnya. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni 

menggambarkan dan menganalisis pemikiran Maulana Muhammad Ali 

tentang usia kawin. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara induktif berdasarkan 

data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan 

analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana 

penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru 

kemudian dianalisis. Analisis data kualitatif dalam penyusunan skripsi ini 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau 

tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik 

pemikiran Maulana Muhammad Ali dengan cara menata dan melihatnya 

berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan 

pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Maulana 

Muhammad Ali dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan 

mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk 

menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, 
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ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti 

membuat pengelompokan pemikiran Maulana Muhammad Ali sehingga 

dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.18. Dalam hal ini hendak 

diuraikan pemikiran Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan 

yang saling mendukung dan melengkapi. 

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara 

global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika Penulisan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi 

skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas. 

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi 

pengertian nikah dan landasan hukumnya, syarat dan rukun nikah, hukum 

melaksanakan nikah, pendapat para ulama tentang usia kawin. 

Bab ketiga berisi pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia 

kawin yang meliputi biografi Maulana Muhammad Ali (latar belakang 

kehidupan dan pendidikan, karya-karyanya, pemikiran hukum Maulana 

Muhammad Ali), pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin, 

metode istinbath hukum Muhammad Ali tentang usia kawin. 

                                                 
18Arief Fuchan, Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 – 64  
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Bab keempat berisi analisis pendapat Maulana Muhammad Ali tentang 

usia kawin, analisis terhadap pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia 

kawin, metode istinbath hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan 

penutup.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN 

 
 

A. Pengertian Nikah dan Landasan Hukumnya  

 
Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang 

memberikan banyak hasil yang penting.1 Pernikahan amat penting dalam 

kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan 

pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara 

terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. 

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan 

rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan 

yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan 

kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.2   

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam mengatur masalah 

pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia 

hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah 

makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan 

ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al 

Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna 

melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar 

kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya 

                                                 
1Ibrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, 

"Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17. 
2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1. 
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ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang 

dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). 

Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; 

demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila 

terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara 

mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga 

dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.   

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam 

sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang 

merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. 

Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib 

ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-

qur’an dan Sunnah Rasul. 3 

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, zawaj. Dalam 

Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan an-nikh ( النكاح   (  dan az-

ziwaj/az-zawj atau az-zijah الزيجه - الزواج-الزواج (  ). Secara harfiah, an-nikh 

berarti al- wath'u (الوطء ), adh-dhammu ( الضم ) dan al-jam'u ( الجمع ). Al-

wath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an  وطأ - يطأ-وطأ (  ), artinya 

berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli 

dan bersetubuh atau bersenggama.4 Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata 

                                                 
3Ibid., hlm. 1-2. 
4Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461. 
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dhamma - yadhummu – dhamman ( ضما- يضم-ضم )  secara harfiah berarti 

mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, 

menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti 

bersikap lunak dan ramah.5 

Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama’a - yajma'u - 

jam'an  ,berarti: mengumpulkan, menghimpun (  ) جمعا - يجمع-جمع

menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya 

mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-

jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua 

aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.6  

Sebutan lain buat pernikahan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan 

az-zijah. Terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan  زوجا- يزوج-زاج ( ) yang 

secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan 

mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj di sini 

ialah at-tazwij yang mulanya terambil dari kata zawwaja- yuzawwiju- 

tazwijan  -dalam bentuk timbangan "fa'ala-yufa'ilu  )  تزويجا- يزوّج-زوّج(

taf'ilan" ) تفعيلا- يفعّل-فعّل(   yang secara harfiah berarti menikahkan, 

mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.7 

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas 

tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu 

                                                 
5Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43 
6Ibid, hlm. 43. 
7Ibid, hlm. 43-44. 
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akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan 

lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki 

bermakna persetubuhan.8 

Kitab Fath al-Qarib yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim 

al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di 

antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu 

kumpul, wati, jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara’ yaitu 

suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.9   

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 

ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.10 

Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad 

(ijab qabul) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-

ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.11   

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah 

nikah atau belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah 

mengabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun 

dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa 

                                                 
8Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 

hlm. 72. 
9Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib, Maktabah al-lhya at-Kutub al-

Arabiah, tth, hlm. 48. 
10Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38. 
11Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan 

di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat  
pula dalam Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 1-4.  
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anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau 

terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut 

hukum.  

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tanggal 2 

Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa".12 

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan 

satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada 

hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. 

Hukum Pernikahan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang, memuat 

ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses 

dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara 

menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara 

memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan 

sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis 

rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, 

bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat 

yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum 

antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah 

                                                 
12Muhammad Amin Suma, op. cit, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

(INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan miitsaaqan ghalizhan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.  



 21

yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih 

Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Pernikahan Islam.  

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah 

memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, 

bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, 

dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya. 

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad 

pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. 

Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:  

a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, 

terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup 

beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau. , 

b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu 

seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga 

kehormatan dan memelihara kepribadian.  

c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan 

keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera 

dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa. 

d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk 

mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam 

rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah 

Tuhan Yang Maha Esa.  
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e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami 

dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang 

aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu 

Wa Ta'ala.13 

Adapun dasar hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut: 

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan 

dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan 

disyari'atkannya pernikahan ialah:  

1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):  

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ 
 ْ... سَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًالنِّ
 )3: النساء(

 
Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 
(nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3). 14 

 
 

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):  

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن 
: النور( وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ

32( 
 
Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan 

                                                 
13Zahry Hamid, op. cit, hlm. 2.  
14Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115. 
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mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya 
lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32). 15 

 
. 

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):  

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
ةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ

 )21: الروم(
 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 
21). 16 

 
Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan 

ialah: 

قال رسول :  قال–عالى عنه  رضي االله ت-عن ابن مسعود
يا معشر الشّباب من استطاع :" االله صلّى االله عليه وسلّم

منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفجر 
رواه ". ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء

 17. الجماعة
Artinya:  Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 

"Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu 
telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia 
menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat 
memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga 
kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), 
maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya 
puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-
Jama'ah). 

 

                                                 
15Ibid, hlm. 549.  
16Ibid, hlm. 644. 
17Muhammad Asy Syaukani, Nail al–Autar, Beirut:  Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 

1973, hlm. 171.  
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ردّ رسول االله صلّى االله : " وعن سعد بن أبي وقّاص قال
عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التّبتّل ولو أذن له 

 18) رواه البخاري والمسلم" (لاختصينا
Artinya:  Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, dia berkata: “Rasulullah saw. 

pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan 
kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami 
akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim). 

 

 صلّى االله عليه وعن أنس أنّ نفرا من أصحاب النّبيّ
أصلّي ولا : وقال بعضهم, لا أتزوّج: وسلّم قال بعضهم

فبلغ ذلك النّبيّ صلّى , أصوم ولاأفطر: وقال بعضهم, أنام
ما بال أقوام قالوا آذا وآذا لكنّي :"االله عليه وسلّم فقال

وأتزوّج النّساء فمن رغب , وأصلّي وأنام, وأفطر أصوم
 19)همتفق علي(". عن سنتّي فليس منّي

 
Artinya:   Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi 

saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak 
akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: 
"Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan 
sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan 
selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu 
didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya 
orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal 
disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping 
sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan 
wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka 
dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari 
dan Muslim). 

  

هل : قال لي ابن عبّاس: وعن سعيد بن جبير قال
تزوّج فانّ خير هذه الأمّة أآثرها : الق, لا: تزوّجت؟ قلت

 20 )رواه أحمد والبخاريّ.( نساء
 

                                                 
18Ibid, hlm. 171 
19Ibid, hlm. 171 
20Ibid 
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Artinya:  Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah 
bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku 
menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, 
karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang 
paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-
Bukhari). 

 

أنّ النّبѧيّ صѧلّى االله      : " وعن قتادة عن الحسن عن سمرة     
وَلَقѧَدْ أَرْسѧَلْنَا    : (وقѧرأ قتѧادة   , "عليه وسلّم نهѧى عѧن التّبتѧّل       

: الرعѧѧد)  (رُسѧѧُلاً مѧѧِّن قَبْلѧѧِكَ وَجَعَلْنѧѧَا لَهѧѧُمْ أَزْوَاجѧѧاً وَذُرِّيѧѧَّةً  
 21).رواه الترمذيّ وابن ماجه). (38

 
Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya 

Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah 
membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus 
beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan 
kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi 
dan Ibnu Majah).  

 
Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan 

yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulk meriwayatkan hadits ini dari 

Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan 

bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.  

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al 

Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: 

"Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan 

menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat 

membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut 

                                                 
21Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Semarang: 

PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadits, jilid 5, 
Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8 
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terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al 

Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.  

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah 

dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan 

membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian 

seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-

nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.  

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf 

dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu 

lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. 

Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain 

pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits 

ini lemah. 

B. Syarat dan Rukun Nikah 

 
Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu 

dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun 

terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun 

adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"22 sedangkan 

syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan 

dilakukan."23 Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat 

                                                 
22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2004, hlm. 966. 
23Ibid., hlm. 1114. 
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adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai 

tanda,24 melazimkan sesuatu.25  

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala 

sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan 

tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan 

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.26 Hal ini sebagaimana 

dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,27 bahwa syarat adalah sesuatu yang 

keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari 

ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang 

dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya. 

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah 

sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya 

syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti 

wujudnya hukum.28 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu 

yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan 

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah 

penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.29  

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui 

bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 

                                                 
24Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64  
25Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34  
26Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 

hlm.  50 
27Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978,  hlm. 118. 
28Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59. 
29Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar 

Media, 2006, hlm. 25.  
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dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya.30  

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut 

Hukum Pernikahan Islam, suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah 

memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh 

Hukum Syara'.  

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:  

1. Calon suami, syarat-syaratnya:  

a. Beragama Islam. 

b. Jelas ia laki-laki. 

c. Tertentu orangnya.  

d. Tidak sedang berihram haji/umrah.  

e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam 

menjalani iddah thalak raj'iy.   

f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai 

perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak 

raj'iy.  

g. Tidak dipaksa.  

h. Bukan mahram calon isteri.  

 

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:  

a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab. 

                                                 
30Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, Jakarta; 

Bulan Bintang, 1975, hlm. 80   
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b. Jelas ia perempuan.  

c. Tertentu orangnya.  

d. Tidak sedang berihram haji/umrah.  

e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.  

f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain. 

g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk 

menikahkannya.  

h. Bukan mahram calon suami.31  

3. Wali. Syarat-syaratnya:  

a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.  

b. Jelas ia laki-laki. 

c. Sudah baligh (telah dewasa).  

d. Berakal (tidak gila). 

e. Tidak sedang berihram haji/umrah.  

f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).  

g. Tidak dipaksa. 

h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.  

i. Tidak fasiq. 

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:  

a. Beragama Islam. 

b. Jelas ia laki-laki. 

c. Sudah baligh (telah dewasa). 

                                                 
31Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999, hlm. 64.    
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d. Berakal (tidak gila),: 

e. Dapat menjaga  harga diri (bermuru’ah) 

f.  Tidak fasiq. 

g. Tidak pelupa.  

h. Melihat (tidak buta atau tuna netra). 

i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu). 

j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara). 

k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah. 

l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul. 32  

5. Ijab dan Qabul.  

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh 

wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah 

calon suami atau wakilnya".  

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah: 

a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau 

"tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau 

saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah" 

b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.  

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun 

dan sebagainya. 

d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang 

tidak diucapkan.  
                                                 

32Zahry Hamid, op. cit, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat 
juga dalam Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, 
hlm. 71.  
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e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. 

Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah 

dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".  

f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang 

berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik 

sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: 

"Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya 

dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali 

nikah atau wakilnya.33  

Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah:  

a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau 

"tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".  

b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.  

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si 

Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya. 

d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang 

tidak diucapkan. 34 

e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah 

diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si 

Fulanah".  

                                                 
33Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 65.  
34Zahry Hamid, op. cit, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, 

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.  
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f. Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab 

diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau 

diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab. 

g. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.35  

h. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. 

i. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang 

berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik 

sehingga tidak didengar oleh orang lain.  

Contoh ijab qabul akad pernikahan  

1). Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.  

a. Ijab: “Ya Ali, ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan". 

Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah 

anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah 

secara tunai". 

b. Qabul: "Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan". Dalam bahasa 

Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara 

dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".36  

2). Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.  

a. Ijab: "Ya Ali, ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili 

bimahri alfi rubiyatinhalan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku 

nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah 

                                                 
35Zahri Hamid, op. cit, hlm.  25.  
36Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.  
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mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu 

rupiah secara tunai".37 

b. Qabul: "Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam 

bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan 

Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".  

3). Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.  

a. Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka 

bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, 

Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali 

yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah 

secara tunai".  

b. Qabul: "Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin 

halan", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah 

dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah 

seribu rupiah secara tunai"38 

4). Wali mewakilkan Ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya. 

a. Ijab: "Ya Umar, Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, 

Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan". Dalam bahasa 

Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak 

perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan 

Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan masnikah seribu 

rupiah secara tunai".  

                                                 
37Zahri Hamid, op. cit, hlm. 26.  
38Slamet Abidin dan Aminuddin, op.cit., hlm. 66.  
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b.  Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan". Dalam 

bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan 

Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan 

masnikah seribu rupiah secara tunai".39 

 
C. Hukum Melaksanakan Nikah 

Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari 

pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, 

hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan 

Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry 

dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.40  

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan 

kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat 

perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, 

yaitu:41 

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai 

keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta 

ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk 

berbuat zina.42  

                                                 
39Achmad Kuzari, op. cit, hlm. 40.  
40Zahry Hamid, op, cit., hlm. 3-4. 
41Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 14 – 16  
42Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 110. 
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Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari 

perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu 

hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan 

hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak 

diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau 

dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya 

suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam 

masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari 

perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib 

hukumnya.  

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat 

untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan 

memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah 

juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.  

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur’an dan 

hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam 

menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa 

beralasan ayat-ayat Al-qur’an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar 

pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi’i berpendapat bahwa 

hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri 

berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu 

tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.43  

                                                 
43Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 14 – 16. 
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Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan 

serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 

kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan 

berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan 

sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.44  

Al-Qurthubi dalam kitabnya Jami li Ahkam al-Qur’an (Tafsir al-

Qurthubi) berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan 

mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (masnikah) untuk 

istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi 

seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon 

istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, 

barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam 

kitabnya Jami' li Ahkam al-Qur’an mengatakan juga bahwa orang yang 

mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi 

kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi 

keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa 

yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau 

gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus 

dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi 

juga nasab keturunan. kekayaan. kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai 

tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.45  

                                                 
44Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 111. 
45Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun 

sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk 
menghindari sekap menyesal. 
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Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon 

isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus 

memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak 

suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, 

maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan 

penyesalan. 

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, 

yang apabila diketahui oleh pihak colon suami, mungkin akan mempengaruhi 

maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya 

habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut 

palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada colon suami untuk 

menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.  

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi 

materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak 

khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran 

tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun 

tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong 

orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah. 

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan 

dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah 
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dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada 

yang telah disebutkan di atas.46  

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi 

apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata 

nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap 

istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan 

bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup 

beragama.47 

D. Pendapat Para Ulama tentang Usia Kawin 

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan 

bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang 

diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa 

raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk 

itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di 

bawah umur.48  

                                                 
46Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 16  
47Ibid, hlm. 16.  
48Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 

hlm. 76-77.   
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Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita 

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan 

itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi 

pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).49 

Oleh karenya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak 

diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum 

mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap 

bertindak (ghaira ahliyatil ada).50  

Apabila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan 

batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. 

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki 

kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh 

terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.  

Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar 

manusia (mu'amalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-

prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan 

maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, 

kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiah, dalam arti kata 

diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas 

                                                 
49Ibid  
50Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995, 

hlm. 35.   
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menikah.51 Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahmad Rofiq bahwa masalah 

penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, 

memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang 

lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai 

landasan kuat.52 

Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa  mulainya 

usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang 

lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut 

Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika 

seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi 

perempuan.53  

Sedangkan menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama 

berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah 

bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. 

Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh 

kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.54 Menurut Abu Hanifah, 

anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak 

perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.55   

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah 

cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. 

                                                 
51Helmi Karim dalam Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), Problematika 

Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.   
52Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 77.   
53Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3.   
54Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi  Hadits-Hadits Hukum I,  

Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157   
55Ibid 
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Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy 

condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa 

seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak 

perempuan.  
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BAB III 

PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI  

TENTANG USIA KAWIN 

 
 

A. Biografi  Maulana Muhammad Ali 

a. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan 

Maulana Muhammad Ali adalah nama seorang mantan presiden 

gerakan Ahmadiyah Lahore. la lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung 

di kawasan Kapurthala, India. Ayahnya bernama Hafiz Fath Din, kepala 

kampung tersebut. Menurut S. Muhammad Tufail, penerjemah The 

Ahmadiyyah Movement, Maulana Muhammad Ali adalah seorang brilliant 

yang memiliki otak cemerlang. Sebelum genap berusia lima tahun, la 

sudah masuk sekolah dasar di kampungnya. Setelah menamatkan 

pendidikan menengahnya, pada 1890, ia masuk Government College 

Lahore, dan ditempuhnya selama lima tahun. Lulus Fakultas Sastra 

(Faculty of Arts) pada 1892, Bachelor of Arts (B.A.) pada 1894, dan 

Master of Arts (M.A.) pada 1895. Di samping itu, ia juga belajar di 

Universitas Punjab mengambil jurusan Matematika dan Hukum. Sejak 

1894, dalam usia relatif muda (19 tahun), sambil menyelesaikan program 

M.A. di Government College, Maulana Muhammad Ali menjadi dosen 

dalam bidang Matematika di Islamia College Lahore. Dari 1897 sampai 

1900, ia diangkat menjadi Profesor (Guru Besar) di Oriental College 

Lahore. Kemudian ia menerjunkan diri dalam bidang Hukum di 
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Gurdarpur. Terakhir, atas anjuran Mirza Gulam Ahmad, pendiri gerakan 

Ahmadiyah Qadiani, ia menjadi editor Review of Religions. 

Maulana Muhammad Ali sudah mengenal dan aktif menjadi 

pengikut gerakan Ahmadiyah sejak 1892, ketika ia menjadi mahasiswa 

Government College. Ketika Mirza Gulam Ahmad meninggal dunia pada 

1 Desember 1905, Ia berusaha meneruskan dan mengembangkan gerakan 

Ahmadiyah di Lahore, dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi 

seperlunya. Kemudian ia pun menjadi presiden gerakan Ahmadiyah 

Lahore.1 

b. Karya-karyanya 

Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, 

dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting 

bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah khususnya. 

Di antara buah karyanya yang terpenting adalah: An English Translation 

of the Holy Qur'an with Commentary, The Religion of Islam (Islamologi), 

Muhammad the Prophet, Early Caliphate, Living Thought of the Prophet 

Muhammad, The Babi Movement, A Manual of Hadith, Bay an al-Qur'an, 

Fadbl al-Bari (Translation and Commentary of Sahih al-Bukhari), The 

Ahmadiyyah Movement, dan lain-lain.                      

Gagasan-gagasan penting yang dikemukakan Maulana Muhammad 

Ali sebenarnya banyak, namun di antara pokok-pokok pikirannya yang 

                                                 
1Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 

Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.  
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paling dasar adalah tentang ketuhanan, wahyu dan kenabian, qada kadar, 

dan kehidupan akhirat.  

Allah, menurut Maulana Muhammad Ali, adalah Zat Yang Maha 

Luhur, Pencipta dan Pengatur semesta alam. Ada-Nya sebenarnya sudah 

menjadi kebenaran aksioma. Meskipun demikian al-Qur'an masih tetap 

memberikan beberapa bukti keberadaan-Nya. Pertama, bukti yang diambil 

dari kejadian alam atau pengalaman jasmani manusia, yakni adanya 

hukum evolusi alam. Kedua, bukti yang didasarkan atas pengalaman batin 

manusia atau kodrat manusia, yakni di setiap jiwa manusia terdapat 

kesadaran adanya Tuhan. Ketiga, bukti yang didasarkan atas wahyu Tuhan 

kepada manusia atau pengalaman rohani manusia. Wahyu Ilahi bukan saja 

membenarkan adanya Allah melainkan pula menjelaskan sifat-sifatnya. 

Tanpa wahyu Ilahi, adanya Tuhan hanya sebagai dogma semata-mata. 

Dijelaskan selanjutnya Allah itu Esa Zat-Nya, tak ada Tuhan lebih dari 

satu dan tak ada sekutu bagi-Nya; Esa Sifat-Nya, tak ada zat lain yang 

memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna; Esa Af'al-

Nya, yakni tak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang telah 

dikerjakan atau mungkin dilakukan oleh Allah.2 

Adapun wahyu yang makna aslinya adalah isyarat yang cepat, kata 

Maulana Muhammad Ali dalam bentuknya yang tinggi berarti firman 

Allah yang disampaikan kepada anbiya' (para nabi) dan auliya (para wali, 

yaitu hamba Allah yang tulus yang tidak diangkat sebagai nabi). Turunnya 

                                                 
2Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus,  

Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 337 



 45

wahyu terjadi melalui tiga cara: mengilhamkan suatu pengertian dalam 

hati; dari belakang tirai (min wara' hijab), mencakup ru'yat (mimpi), 

kasyaf (vision) dan ilham; dan disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam 

bentuk kata-kata. Wahyu jenis pertama dan kedua bisa dialami 

(diperuntukkan) para nabi dan bukan nabi, sedangkan untuk jenis yang 

terakhir hanya diterima oleh para nabi. Dengan diutusnya Muhammad 

sebagai nabi terakhir (khatam an-nabiyyin) jenis wahyu yang terakhir 

(melalui Malaikat Jibril) telah mencapai puncaknya dalam al-Qur'an, dan 

dengan demikian jenis wahyu yang tertinggi ini telah ditutup; akan tetapi 

dua jenis wahyu yang lainnya masih tetap berlangsung sampai 

berakhirnya kehidupan manusia.  

Dalam menjelaskan qada kadar, Maulana Muhammad Ali 

mengutip pendapat Imam Ragib. Kadar atau takdir yang artinya ukuran, 

adalah undang-undang atau ukuran yang diberlakukan (bekerja) pada 

sekalian makhluk Tuhan. Takdir itu bukan berarti penentuan nasib baik 

dan buruk oleh Allah yang dikenakan pada manusia. Yang benar adalah 

manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dan memilih berbagai 

alternatif untuk melaksanakan kehendaknya, akan tetapi ia tidak dapat 

melewati batas-batas dan hukum-hukum tertentu yang sudah ditetapkan. 

Manusia itu bebas dan merdeka untuk memilih dan menentukan berbagai 

alternatif dari hukum-hukum tertentu (sunnatullah) yang telah ditetapkan 

Tuhan untuk seluruh makhluk-Nya.3 

                                                 
3Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, op.cit., hlm.  634. 
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B. Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Usia Kawin 

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa dalam syari'at Islam, tak 

ditetapkan batas usia untuk kawin. Sebenarnya, dengan bermacam-macamnya 

keadaan iklim di dunia, masing-masing negara tak sama, sampai usia 

berapakah seseorang masak untuk kawin. Tetapi dalam Qur'an diterangkan 

bahwa batas usia untuk kawin ialah setelah orang mencapai usia dewasa (akil-

balig). Qur'an berfirman sebagai berikut: 'Dan ujilah anak yatim, sampai 

mereka mencapai batas waktu untuk kawin. Lalu jika menurut pendapatmu 

mereka sudah dewasa akalnya, serahkanlah kepada mereka semua harta 

mereka, dan janganlah kamu makan harta itu dengan berlebih-lebihan dan 

terburu nafsu kalau-kalau mereka mencapai usia dewasa" (QS. 4:6).4  

Jadi sangat jelas bahwa usia untuk kawin dan dewasa-akalnya itu sama 

dengan usia dewasa. Oleh karena perkawinan itu suatu ikatan, yang 

persetujuannya bergantung kepada kecocokan hati masing-masing, dan karena 

persetujuan itu tak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus 

dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat persetujuan, maka jelaslah bahwa 

usia untuk kawin ialah setelah mereka mencapai usia dewasa, yaitu setelah ia 

mampu menentukan pilihan apakah ia merasa cocok ataukah tidak. Laki-laki 

atau perempuan yang belum akil-balig, tak mampu menentukan pilihan dalam 

hal suami isteri, dan tak mampu mengambil keputusan apakah cocok ataukah 

tidak jika seorang laki-laki atau seorang perempuan dijadikan suami atau 

isteri.  

                                                 
4Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, 

"Islamologi (Dinul Islam) ", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 411  
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Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa kitab fiqih mengikuti 

undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang 

perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin 

seorang wali yang bertindak atas nama anak tanggungannya. Namun, tak ada 

satu haditspun yang menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur 

yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi Suci, 

setelah wahyu yang terperinci tentang undang-undang perkawinan diturunkan 

kepada beliau di Madinah. Kadang-kadang untuk memperkuat pendapatnya, 

orang mengambil perkawinan Nabi Suci dengan Siti 'Aisyah yang terjadi 

sewaktu beliau berusia sembilan tahun, sebagai bukti tentang sahnya 

perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh walinya. Akan tetapi 

mengenai hal ini ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :  

Pertama, pernikahan Siti 'Aisyah pada waktu beliau berusia sembilan 

tahun, hanyalah semacam pertunangan, mengingat bahwa sempurnanya 

perkawinan ditunda sampai lima tahun penuh, guna memberi kesempatan 

kepada beliau untuk mencapai usia dewasa. Kedua, karena perkawinan Nabi 

Suci dengan Siti 'Aisyah dilakukan di Makkah, sebelum turunnya wahyu 

tentang undang-undang perkawinan yang terperinci, dengan demikian, 

perkawinan beliau pada usia sembilan tahun, bukanlah bukti tentang sahnya 

perkawinan anak di bawah umur.5  

Tak ada satu hadits pun yang menerangkan sahnya perkawinan anak di 

bawah umur oleh walinya pada zaman Nabi Suci setelah turunnya ayat surat 

                                                 
5Ibid., hlm. 415.  
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keempat yang menerangkan, bahwa usia untuk kawin ialah usia dewasa. Suatu 

bab dalam kitab Bukhari yang berjudul "Perkawinan anak di bawah umur 

yang diluluskan oleh walinya", dikemukakan dua macam alasan. Yang 

pertama, berkenaan dengan perkawinan Siti 'Aisyah yang baru saja dibahas di 

atas; kedua, berkenaan dengan ayat Qur'an (QS. 65:4). Dalam kitab Hadits 

lain, tercantum pula bab seperti itu yang hanya menerangkan peristiwa Siti 

'Aisyah.   

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa untuk memperkuat 

pendapatnya tentang sahnya perkawinan anak di bawah umur, kadang-kadang 

orang mengambil ayat yang menerangkan bahwa wanita yang tidak haid itu 

seperti wanita yang dicerai. Qur'an berfirman sebagai berikut.: "Dan orang-

orang yang putus-asa karena tidak haid di antara wanita kamu, jika kamu 

ragu-ragu, waktu 'iddah mereka ialah tiga bulan, demikian pula wanita yang 

tidak haid" (QS. 65:4). Tetapi salah sekali untuk mempersamakan wanita yang 

tidak haid dengan anak di bawah umur, karena banyak pula wanita yang 

mencapai usia dewasa tetapi belum haid; dan keadaan yang luar biasa inilah 

yang dimaksud oleh ayat tersebut. Pendeknya, baik Qur'an maupun Hadits, tak 

ada satupun yang menerangkan perkawinan atau perceraian anak di bawah 

umur. Namun kitab fiqih mengesahkan perkawinan anak di bawah umur 

asalkan akad nikah dilakukan oleh walinya yang sah.6  

Menurut Islam, hakekat perkawinan ialah persetujuan antara kedua 

belah pihak untuk hidup bersama dan sanggup memikul segala tanggung 

                                                 
6Ibid., hlm. 416. 
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jawab sebagai suami isteri, setelah mereka merasa cocok dengan keadaan 

masing-masing; oleh sebab itu sebagai kelanjutan yang wajar, mereka harus 

mengadakan suatu perjanjian. Sudah barang tentu, masing-masing pihak yang 

mengadakan perjanjian harus mencapai usia dewasa (akil-balig). Hal ini telah 

digariskan oleh Qur'an Suci, dan fikih pun mengikuti aturan itu. Dalam kitab 

Fatawa Alamgiri diuraikan sebagai berikut: "Diantara syarat yang diperlukan 

untuk menetapkan sahnya perkawinan ialah, (1) akil baliq ('aql-bulughah atau 

usia dewasa), dan (2) merdeka (hurriyah) dalam membuat perjanjian". Ulama 

fiqih membuat perbedaan antara anak yang belum sampai umur tetapi berakal, 

dan anak yang belum sampai umur tetapi tak berakal. Bagi anak yang tersebut 

belakangan, perkawinannya tak sah; tetapi bagi anak yang tersebut di muka, 

perkawinan dianggap sah jika ada persetujuan dari walinya.7 

Adapun orang yang mencapai usia dewasa, semua ulama sama 

pendapatnya terhadap sahnya perkawinan bagi pihak laki-laki tanpa disertai 

persetujuan walinya; tetapi bagi pihak wanita, terdapat perbedaan pendapat di 

antara para ulama, apakah pihak wanita dapat melangsungkan perkawinan 

tanpa persetujuan ayahnya atau walinya. Menurut mazhab Hanafi, pihak 

wanita yang mencapai usia dewasa dapat memberi persetujuan kawin tanpa 

persetujuan ayahnya atau walinya. "Akad nikah bagi wanita yang telah 

mencapai usia dewasa dan berakal (akil baligh), baik ia perawan atau janda, 

cukuplah dengan persetujuan sendiri, walaupun tak dikuatkan oleh walinya". 

Kaum Syi'ah sama pendapatnya dengan mazhab, Hanafi; "Bagi seorang 

                                                 
7Ibid., hlm. 423.  
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wanita yang sudah akil baligh (rasyidah) , tak perlu dimintakan persetujuan 

wali". Tetapi mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa persetujuan wali 

amatlah diperlukan. Iman Bukhari cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i 

dan Maliki.  

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa salah satu bab dalam kitab 

Bukhari berjudul sebagai berikut: 'Orang yang berkata bahwa perkawinan tak 

sah terkecuali dengan persetujuan wali". Tetapi di tempat lain beliau 

menambahkan bab sebagai berikut: "Ayah atau wali tak dapat menikahkan 

anak gadisnya atau anak jandanya tanpa mendapat persetujuan mereka". 

Selain itu, beliau meluaskan arti kata "wali", bahwa "raja adalah wali", dan di 

bawah judul ini beliau mengutip kasus seorang wanita yang menghadap Nabi 

Suci dan menyanggupkan diri untuk dikawinkan, dan seketika itu ia 

dinikahkan dengan orang yang karena miskinnya, ia tak dapat memberi 

maskawin apapun kepada isterinya. Dalam Hadits itu tak diterangkan apakah 

wanita itu masih mempunyai wali biasa (ayah atau kerabat yang dekat). Hanya 

di situ dikutip suatu ayat yang tak terang-terangan membicarakan wali, yang 

berbunyi sebagai berikut: "Dan apabila kamu menceraikan isteri dan mereka 

mencapai batas waktu yang ditetapkan ('iddah), janganlah kamu menghalang-

halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika ada kesepakatan di 

antara mereka dengan cara yang baik''. Kemungkinan sekali orang menarik 

kesimpulan dari ayat itu, bahwa perintah supaya jangan menghalangi-halangi 

janda untuk kawin lagi, bukanlah hak suami yang menceraikan, melainkan 

hak wali. Tetapi kesimpulan itu tak masuk akal, karena dalam ayat itu wali tak 
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berhak untuk menghalang-halangi perkawinan, setidak-tidaknya dalam hal 

tsayyibah (wanita yang telah bercampur dengan pria). Ayat lain yang dikutip 

sehubungan dengan hadits tersebut, berbunyi sebagai berikut: "Dan janganlah 

kami menikahkan wanita mukmin dengan pria musyrik, sampai mereka 

beriman. Orang menarik kesimpulan bahwa perintah itu ditujukan kepada 

Wali, yang mempunyai hak untuk menikahkan. Tetapi kesimpulan itu 

diragukan  kebenarannya, karena ayat itu ditujukan pula kepada umat Islam 

secara keseluruhan, seperti juga di tempat lain dalam Qur'an Suci.8   

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa di antara beberapa hadits 

yang dikutip oleh Imam Bukhari, yang pertama ialah yang menerangkan 

bahwa menurut Siti 'Aisyah, perkawinan itu empat macam. Yang pertama, 

yang ini merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang dikukuhkan oleh 

Islam ialah, "seorang pria mengajukan lamaran (pinangan) kepada orang lain 

untuk mengawini anak perempuannya atau anak asuhannya, lalu menetapkan 

jumlah maskawinnya, dan menikah dengan anak perempuan itu". Tetapi ini 

hanya melukiskan suatu kelaziman, dan tak sekali-kali dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seorang wanita tak dapat melakukan perkawinan tanpa 

persetujuan seorang wali. Hadits kedua, juga dari Siti 'Aisyah, menerangkan 

tentang seorang wali dari anak yatim perempuan yang mengawini sendiri anak 

yatim perempuan itu. Hadits ini hanya tafsiran Siti 'Aisyah tentang suatu ayat, 

dan tak sekali-kali menerangkan suatu kejadian yang pernah terjadi. Hadits 

ketiga menerangkan usul sayyidina 'Umar kepada sayyidina Abu Bakar untuk 

                                                 
8Ibid., hlm. 424.   
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mengawini puteri beliau, Siti Hafsah, yang sudah menjanda. Hadits inipun tak 

menetapkan bahwa perkawinan tidaklah sah tanpa persetujuan wali. Ini hanya 

menerangkan bahwa ayah seorang janda boleh mencarikan jodoh untuk anak 

perempuannya. Dari tiga Hadits tersebut, tak ada satupun yang memuat 

persoalan yang sedang dibahas. 

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa sebaliknya, baik Qur'an 

maupun hadits, mengakui hak wanita untuk kawin dengan pria pilihannya. 

Ayat itu terang-terangan berbunyi sebagai berikut "Janganlah kamu 

menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika ada 

kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik" (QS. 2:232), Inilah 

kasus tentang janda yang dicerai. Adapun janda yang ditinggal mati suaminya, 

Qur'an berfirman sebagai berikut: "Tetapi jika mereka pergi, maka tak ada 

cacat bagi kamu tentang apa yang mereka lakukan dengan cara yang baik" 

(2:240). Ayat ini mengesahkan hak janda untuk melakukan perkawinan 

sendiri. Dua ayat tersebut terang-terangan mengesahkan hak tsayyibah (janda 

karena dicerai dan janda karena ditinggal mati suaminya), untuk melakukan 

perkawinan sendiri, tanpa campur tangan pihak wali, apabila janda itu telah 

merasa cocok. Hal ini senada dengan hadits yang berbunyi sebagai berikut: 

"Al-ayyim (janda yang diceraikan dan janda yang ditinggal mati) lebih berhak 

untuk menyelesaikan perkawinan sendiri daripada walinya". Hadits yang lain 

berbunyi sebagai berikut: "Wali tak mempunyai urusan dalam perkara 

tsayyibah".9   

                                                 
9Ibid., hlm. 424 
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Berdasarkan ayat dan Hadits yang dikutip di atas, terang sekali bahwa 

janda yang dicerai dan janda ditinggal mati, mempunyai kebebasan penuh 

memilih suami yang baru. Apakah aturan ini juga berlaku bagi .para gadis?" 

Abu Hanifah menjawab: Ya. Menurut beliau, oleh karena gadis itu mencapai 

usia dewasa, dan dapat menyelesaikan urusan harta benda sendiri tanpa 

campur tangan seorang wali, maka ia berhak pula untuk menyelesaikan urusan 

diri sendiri. Tetapi memang tak dapat dipungkiri lagi bahwa pada galibnya 

seorang gadis mempunyai sifat malu, dan lagi belum mempunyai pengalaman 

dalam urusan laki-laki, tidak seperti janda yang dicerai atau janda yang 

ditinggal mati. Maka dari itu sudah selayaknya bahwa dalam memilih suami, 

seorang gadis harus tunduk kepada pengamatan ayahnya atau walinya, yang 

akan menentukan pula syarat-syaratnya, agar tidak dikelabui oleh orang yang 

jahat yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Tetapi oleh karena 

akhirnya perjanjian perkawinan itu sepenuhnya bergantung kepada 

persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, bukan bergantung kepada 

persetujuan wali, maka kemauan pihak wanitalah yang harus dimenangkan. 

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa pendapat Imam Abu 

Hanifah itulah yang lebih sesuai dengan hakekat perkawinan seperti yang 

diterangkan oleh Qur'an Suci. Imam Abu Hanifah berkata sebagai berikut: 

"Hak perkawinan itu ada pada calon mempelai wanita, dan wali hanya diminta 

campur tangan agar perjanjian perkawinan itu tak bersifat "waqahah (tak tahu 

malu)". Selanjutnya beliau berkata sebagai berikut: "Dilarang bagi wali untuk 

memaksa anak gadisnya yang mencapai usia dewasa untuk berkawin menurut 
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kemauan wali". Hadits memperkuat pendapat beliau, karena menurut sebuah 

hadits, Nabi Suci bersabda sebagai berikut: "Seorang janda, janganlah 

dinikahkan, sampai ada perintah dari dia. Seorang gadis janganlah dinikahkan, 

sampai ada persetujuan dari dia". Lalu dalam bab berikutnya, Imam Bukhari 

memberi judul sebagai berikut: "Jika seseorang mengawinkan anak gadisnya, 

dan ia tak setuju, maka perkawinan harus dibatalkan", dan di bawah bab itu 

diuraikan sebuah hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci membatalkan 

perkawinan semacam itu.10               

Para ulama fiqih membahas masalah perkawinan anak di bawah umur. 

Menurut mazhab Hanafi "Perkawinan anak laki-laki atau anak perempuan di 

bawah umur adalah sah, baik anak perempuan itu gadis atau tsayyibah (janda 

asalkan walinya termasuk 'ashabah (kerabat pihak ayah). Tetapi menurut 

mazhab Maliki, perkawinan semacam itu adalah sah, apabila walinya adalah 

ayahnya sendiri, dan menurut mazhab Syafi'i, apabila walinya adalah ayahnya 

atau kakeknya sendiri. Selanjutnya menurut mazhab Hanafi, apabila anak. 

gadis di bawah umur dikawinkan oleh wali yang bukan ayahnya atau 

kakeknya sendiri, maka setelah anak gadis itu mencapai usia dewasa, ia boleh 

memilih apakah akan menyetujui ataukah menolak perkawinan itu. Tetapi, 

sebagaimana diuraikan dalam Hadits tersebut, mengenai anak perempuan 

yang sudah dewasa yang dikawinkan oleh ayahnya yang tak disetujui olehnya, 

perkawinan harus dibatalkan. Demikian pula mengenai anak gadis di bawah 

                                                 
10Ibid., hlm. 425.  
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umur, ini pun harus dibatalkan apabila anak gadis itu mencapai usia dewasa 

dan berpendapat bahwa pasangannya tak berkenan di hati.  

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa kitab Bukhari hanya 

menguraikan tentang tsayyibah (janda karena ditinggal mati dan janda karena 

dicerai) tetapi dalam kitab Hadits lain terdapat sebuah Hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas yang menerangkan, bahwa pada suatu hari 

seorang anak gadis menghadap Nabi Suci, dan melaporkan bahwa ia telah 

dikawinkan oleh ayahnya yang bertentangan dengan kemauannya, dan Nabi 

Suci memberi hak kepadanya untuk menolak perkawinan itu. Imam Abu 

Dawud menguraikan pula Hadits tentang tsayyibah.11 

  

C. Metode Istinbath Hukum Muhammad Ali tentang Usia Kawin 

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa dalam syari'at Islam, tak 

ditetapkan batas usia untuk kawin. Sebenarnya, dengan bermacam-macamnya 

keadaan iklim di dunia, masing-masing negara tak sama, sampai usia 

berapakah seseorang masak untuk kawin. Tetapi dalam Qur'an diterangkan 

bahwa batas usia untuk kawin ialah setelah orang mencapai usia dewasa (akil-

balig). Qur'an berfirman sebagai berikut: "Dan ujilah anak yatim, sampai 

mereka mencapai batas waktu untuk kawin. Lalu jika menurut pendapatmu 

mereka sudah dewasa akalnya, serahkanlah kepada mereka semua harta 

mereka, dan janganlah kamu makan harta itu dengan berlebih-lebihan dan 

                                                 
11Ibid., hlm. 425 
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terburu nafsu kalau-kalau mereka mencapai usia dewasa". Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 6 berbunyi :  

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً 
فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْآُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ 

مَن آَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن آَانَ فَقِيراً فَلْيَأْآُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَآَفَى بِاللّهِ حَسِيباً 

}6{ 
Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu 
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa  mampu, maka hendaklah ia 
menahan diri  dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 
harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan 
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi  bagi 
mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.12 

 

Jadi sangat jelas bahwa usia untuk kawin dan dewasa-akalnya itu sama 

dengan usia dewasa. Oleh karena perkawinan itu suatu ikatan, yang 

persetujuannya bergantung kepada kecocokan hati masing-masing, dan karena 

persetujuan itu tak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus 

dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat persetujuan, maka jelaslah bahwa 

usia untuk kawin ialah setelah mereka mencapai usia dewasa, yaitu setelah ia 

mampu menentukan pilihan apakah ia merasa cocok ataukah tidak. Laki-laki 

atau perempuan yang belum akil-balig, tak mampu menentukan pilihan dalam 

hal suami isteri, dan tak mampu mengambil keputusan apakah cocok ataukah 

                                                 
12Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.  115   
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tidak jika seorang laki-laki atau seorang perempuan dijadikan suami atau 

isteri.13 

Dengan demikian dalam perspektif Maulana Muhammad Ali bahwa 

kata " حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ  " menunjuk kepada arti "usia dewasa". 

Sedangkan yang dimaksud usia dewasa dalam pandangannya yaitu orang 

tersebut mampu menentukan pilihan apakah ia merasa cocok ataukah tidak 

dengan pilihannya. 

Menurut penulis, dengan corak penafsiran seperti itu tampaknya 

Maulana Muhammad Ali menggunakan metode ijmali yaitu menafsirkan al-

Qur'an secara global. Dengan metode ini, Maulana Muhammad Ali berupaya 

menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa yang 

mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang 

berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekadarnya.14   

 

 

                                                 
13Maulana Muhammad Ali, op.cit., hlm. 414.  
14Abdul Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'i Dirasah Manhajjiyah 

Maudhu'iyyah, Terj. Rosihon Anwar, "Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya",  
Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 38.   
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI  

TENTANG USIA KAWIN 

 
 

A. Analisis terhadap Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Usia 

Kawin  

Dengan mencermati dan menyikapi pendapat Maulana Muhammad Ali 

sebagaimana telah diungkapkan dalam bab tiga skripsi ini, maka dapat 

ditegaskan, pendapat Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam 

pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun 

ada izin dari wali. Dari pandangannya yang cukup kontroversial ini, masalah 

yang muncul, apa yang menjadi dalil hukum Maulana Muhammad Ali. 

Sehubungan dengan itu tema ini menjadi penting dikritisi. Karena pernikahan 

merupakan sesuatu yang teramat penting dan mempunyai dampak yang sangat 

luas, terutama bagi generasi yang akan datang. Kecuali itu, masih banyak 

orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama di kalangan generasi 

muda. Di sinilah terletak, antara lain urgennya mengkaji pendapat Maulana 

Muhammad Ali. 

Menyikapi dan mencermati pendapat Maulana Muhammad Ali, maka 

dalam hal ini penulis mendukung pendapatnya. Karena bagaimana pun juga 

perkawinan sangat membutuhkan kematangan usia meskipun belum jadi 

jaminan seratus persen. Namun meskipun demikian, setidaknya, jika pasangan 

suami isteri itu sudah dewasa maka akan lebih bijak dalam menghadapi 
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persoalan rumah tangga, baik menyangkut masalah internal maupun eksternal. 

Jika yang usianya saja sudah dewasa tidak menjadi jaminan apalagi bila di 

bawah umur. Karena itu meskipun ada izin wali, tapi izin tersebut jika 

ditujukan untuk anak usia di bawah umur, maka menurut hemat penulis 

sebaiknya tidak dijadikan alasan pembenaran. Atas dasar itu penulis lebih 

condong pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, 

seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan 

kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. 

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon 

suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan 

antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.1  

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita 

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan 

itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi 

                                                 
1Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 

hlm. 76-77.   
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pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).2 

Oleh karenya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak 

diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum 

mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap 

bertindak (ghaira ahliyatil ada).3  

Apabila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan 

batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. 

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki 

kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh 

terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.  

Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar 

manusia (mu'amalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-

prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan 

maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, 

kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiah, dalam arti kata 

diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas 

menikah.4 Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahmad Rofiq bahwa masalah 

penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, 

memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang 

                                                 
2Ibid  
3Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995, 

hlm. 35.   
4Helmi Karim dalam Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), Problematika 

Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.   
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lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai 

landasan kuat.5 

Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya 

usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang 

lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut 

Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika 

seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi 

perempuan.6  

Sedangkan menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama 

berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah 

bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. 

Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh 

kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.7 Menurut Abu Hanifah, 

anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak 

perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.8   

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah 

cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. 

Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy 

condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa 

seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak 

perempuan. 

                                                 
5Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 77.   
6Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3.   
7Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi  Hadits-Hadits  Hukum I,  

Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157   
8Ibid 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa perkawinan dapat 

diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama 

pembentukan suatu keluarga yang baik. Begitu pentingnya lembaga ini, maka 

Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan untuk mengokohkan rumah 

tangga yang dibentuk itu. Sebagian dari tindakan itu wajib diusahakan sejak 

pra pernikahan, sebagian lagi ada yang mesti dijaga sejak selesainya akad 

nikah guna memudahkan jalan bagi suami isteri untuk membina rumah 

tangga, sedangkan tindakan lain yang mesti diusahakan ialah tatkala adanya 

gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga itu. Persoalan kehidupan 

rumah tangga pra perkawinan, misalnya berupa pertanyaan: apakah kita akan 

dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia? Barangkali semua orang akan 

mengatakan bahwa masalah perkawinan bukanlah persoalan yang enteng, dan 

tidak semua orang dapat mengarunginya dengan sukses. Orang yang sudah 

dewasa, fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah 

tangga secara sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa. Secara 

rasional dapat disiimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan 

penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah 

tangga. Memang, pada dasarnya Islam tidak pernah mensyaratkan sahnya 

suatu perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang akan menikah. 

Artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya 

terpenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan calon suami isteri. Tidak 

adanya persyaratan kedewasaan suami isteri itu merupakan kemudahan yang 

diberikan oleh agama, karena ada segi-segi positif lain yang ingin dituju. Akan 
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tetapi, karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka 

agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat guna menumbuhkan 

rasa tanggung jawab.  

Dalam masa pra pernikahan, umpamanya, perlu saling mengenal 

antara kedua pihak calon mempelai. Setiap pihak perlu mengenal calon 

pasangan hidupnya, terutama tentang akhlak dan agamanya. Yang dapat 

mengadakan penilaian itu tentulah yang telah dewasa. Adanya pinangan 

merupakan saat berpikir bagi suatu pihak untuk menilai calon teman hidupnya. 

Keberadaan wali yang sangat menentukan dalam penerimaan pinangan boleh 

dijadikan indikasi bahwa wali, sebagai orang yang sudah dewasa, akan dapat 

memberikan pandangan yang jauh ke depan bagi kepentingan orang yang 

berada di bawah perwaliannya. Kebebasan untuk menerima atau menolak 

suatu pinangan pernikahan merupakan suatu sikap yang dijamin oleh agama. 

Hal ini berarti bahwa kawin paksa harus dihindarkan, dan setiap calon suami 

isteri haruslah diminta persetujuannya untuk dinikahkan.  

Disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

serta Nasa'i dari Abu Hurairah: "Tidak dinikahkan wanita janda sebelum 

diperintahkannya dan tidak pula dinikahkan wanita gadis sebelum diminta 

izinnya. Hadits ini, selain menunjukkan perlunya meminta persetujuan kepada 

calon mempelai wanita untuk dinikahkan, juga menunjukkan adanya 

perbedaan antara perempuan janda dan perempuan bikir (gadis). Mengapa ada 

perbedaan itu? Dari sumber syariat tidak didapati 'illat perbedaan itu. Namun, 

secara logis dapat dikatakan bahwa wanita janda dipandang lebih tahu arti 
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pernikahan dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga bila dibandingkan 

dengan perempuan gadis yang memang masih belum berpengalaman tentang 

itu. Dengan kata lain, mungkin tidaklah salah bila dikatakan bahwa wanita 

janda itu telah dewasa, sementara wanita gadis, yang belum berpengalaman, 

belum memiliki kedewasaan. Ini dikuatkan dengan Hadist riwayat Bukhari 

dan Muslim serta Abu Daud: "Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya 

dari walinya dan perempuan gadis itu diminta keizinannya untuk dinikahkan. 

Kalau berpikir lebih jauh, maka adanya pembedaan janda dan gadis 

tampaknya lebih berorientasi kepada kesanggupan untuk mengemban amanat 

Allah dalam hidup berumah tangga. Di sinilah barangkali, salah satu arti 

penting dari kedewasaan sebagai modal menempuh perkawinan, sehingga 

calon suami isteri diharapkan dapat membina rumah tangga yang mandiri. 

Pandangan tentang perlunya kedewasaan ini sejalan dengan pendirian Abu 

Hanifah dan Abu Yusuf yang menyebutkan bahwa wali bukanlah termasuk 

syarat sahnya perkawinan — bila wanita yang akan kawin itu telah baligh 

(dewasa), dan calon suaminya sekufu — dan sependapat dengan Daud yang 

hanya mengharuskan adanya wali bagi perempuan gadis.  

Apabila didasarkan kepada Ilmu Jiwa, maka tampak sekali tidak 

sempurnanya suatu tanggung jawab untuk membina rumah tangga bila hanya 

mengandalkan rasa cinta semata-mata. Cinta memang merupakan modal untuk 

membina rumah tangga, namun cinta yang baik bukan hanya sekadar cinta 

emosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk 

mengembangkan diri, yaitu diri pribadi diperkembangluaskan kepada diri 
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yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya 

sendiri. Hal itu hanya bisa terwujud dalam diri orang yang memiliki 

kedewasaan. 

Persoalan lain yang sangat perlu diperhatikan ialah kehidupan rumah 

tangga setelah akad nikah. Rasanya cukup sulit untuk mewujudkan suatu 

kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan bertindak 

dari suami isteri. Tanpa kedewasaan, persoalan hidup berumah tangga tidak 

jarang malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. Masalah nafkah, 

misalnya, baik untuk isteri maupun anak-anak, bisa terabaikan bila tidak 

didasari oleh kesadaran yang tinggi. Betapa sulitnya pembinaan dan 

pendidikan anak-anak tanpa didasari oleh kematangan suami isteri. Lebih jauh 

lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan suami isteri yang belum 

dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat. 

Disebabkan belum adanya kematangan suami isteri, aturan-aturan 

agama yang memberikan pedoman untuk mengatasi perbedaan pendapat 

dalam rumah tangga sering dikalahkan oleh emosi yang tidak terkontrol. Oleh 

karena itu, bubarnya kehidupan rumah tangga melalui perceraian sangat 

mudah menggoda suami isteri yang tidak mampu mengendalikan emosi serta 

yang tidak mempunyai pandangan jauh kedepan. Pendek kata, tujuan dan 

hikmah pernikahan sangat sulit terwujud apabila para pengayuh bahtera 

kehidupan rumah tangga itu belum memiliki kedewasaan. Dengan demikian, 

maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.   
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B. Metode Istinbat Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Usia Kawin 

Menurut Maulana Muhammad Ali bahwa dalam syari'at Islam, tak 

ditetapkan batas usia untuk kawin. Sebenarnya, dengan bermacam-macamnya 

keadaan iklim di dunia, masing-masing negara tak sama, sampai usia 

berapakah seseorang masak untuk kawin. Tetapi dalam Qur'an diterangkan 

bahwa batas usia untuk kawin ialah setelah orang mencapai usia dewasa (akil-

balig). Qur'an berfirman sebagai berikut: "Dan ujilah anak yatim, sampai 

mereka mencapai batas waktu untuk kawin. Lalu jika menurut pendapatmu 

mereka sudah dewasa akalnya, serahkanlah kepada mereka semua harta 

mereka, dan janganlah kamu makan harta itu dengan berlebih-lebihan dan 

terburu nafsu kalau-kalau mereka mencapai usia dewasa". Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 6 berbunyi :  

واْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُ
فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْآُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ 
وَمَن آَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن آَانَ فَقِيراً فَلْيَأْآُلْ بِالْمَعْرُوفِ 

هِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَآَفَى بِاللّهِ حَسِيباً فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْ
}6{ 

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu 
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa  mampu, maka hendaklah ia 
menahan diri  dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan 
harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan 
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi  bagi 
mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.9 

 

                                                 
9Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.  115   
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Menurut Maulana Muhammad Ali, sangat jelas bahwa usia untuk 

kawin dan dewasa-akalnya itu sama dengan usia dewasa. Oleh karena 

perkawinan itu suatu ikatan, yang persetujuannya bergantung kepada 

kecocokan hati masing-masing, dan karena persetujuan itu tak dapat dilakukan 

oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang 

membuat persetujuan, maka jelaslah bahwa usia untuk kawin ialah setelah 

mereka mencapai usia dewasa, yaitu setelah ia mampu menentukan pilihan 

apakah ia merasa cocok ataukah tidak. Laki-laki atau perempuan yang belum 

akil-balig, tak mampu menentukan pilihan dalam hal suami isteri, dan tak 

mampu mengambil keputusan apakah cocok ataukah tidak jika seorang laki-

laki atau seorang perempuan dijadikan suami atau isteri.10 

Terhadap ayat di atas, Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa 

Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya melakukan tasaruf penggunaan) harta benda yang dijadikan 

oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali 

merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, 

baik melalui dagang ataupun cara lainnya. 

Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir menyimpulkan, orang-orang 

yang kurang sempurna akalnya dikenakan hijr (larangan) yaitu tidak boleh 

men-tasaruf-kan hartanya). Mereka yang di hijr ini ada beberapa macam; 

                                                 
10Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, New York: National Publication, hlm.. 

414.  
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adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab 

perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah).11  

Keterangan Ibnu Katsîr tersebut menyangkut persoalan orang yang 

telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala 

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Persoalan ini 

dikenal dengan istilah mukallaf. 

Di dalam terminologi hukum Islam, istilah mukallaf disebut juga  al 

mahkum alaih (subyek hukum). Orang mukallaf adalah orang yang telah 

dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala 

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya 

seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (taklif) sebelum ia cakap 

bertindak dalam hukum. Para ulama ahli hukum Islam mengemukakan bahwa 

dasar pembebanan hukum bagi manusia adalah adanya (1) kecakapan 

bertindak dan (2) pemahaman yang memadai melalui akal sehat. Dua unsur ini 

sifatnya mutlak dan satu dengan lainnya harus selalu ada, oleh karena itu 

orang gila, anak kecil, orang tidur, orang mabuk, orang lupa, dan yang 

sejenisnya segala tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka 

hukum. 

Seseorang yang cakap bertindak dalam hukum disebut al ahliyah. 

Dalam pengertian yang lain, al ahliyah adalah sifat yang menunjukkan 

seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  Apabila seseorang belum atau 

                                                 
11Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, Tafsîr al-Qur’an al-Azîm., Juz 4, Beirut: Dâr 

al-Ma’rifah, 1978, hlm. 447.   
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tidak cakap bertindak dalam hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan 

belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.. Oleh karena itu anak kecil 

yang belum baligh, orang yang berada di bawah pengampuan (al-hajr) 

dianggap tidak cakap.12 

Konsepsi al ahliyah ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu  ahliyah al 

ada dan ahliyah al wujub. Ahliyah al ada adalah sifat kecakapan bertindak 

dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif 

maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam ahliyah al ada ini adalah `aqil 

baligh dan berakal sempurna. Sedangkan ahliyah al wujub adalah sifat 

kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia 

belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu 

untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas 

dirinya.13 

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa penentuan kecakapan atau 

tidaknya seseorang dalam hukum bergantung pada akalnya. Akal seseorang 

secara biologis bisa mengalami perubahan baik berkurang bahkan hilang 

kemampuannya sama sekali. Dalam kaitan ini kecakapan bertindak dalam 

hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh (1) al `awarid al samawiyyah 

(halangan yang bersifat alamiyah datangnya dari Tuhan) seperti gila, dungu, 

sakit tua yang berlanjut pada kematian, dan yang sejenisnya dan (2) al `awarid 

                                                 
12Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 

Yogyakarta: UII   Press, 2004, hlm.  32  
13Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 327.  
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al muktasabah (halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) 

seperti mabuk, dipaksa, tersalah (khata`), dan yang sejenisnya.14 

Dalam implementasinya, halangan terhadap ahliyah al ada 

diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama menghilangkan 

kecakapan seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa. 

Kedua, mengurangi kecakapan seseorang atas hukum sehingga sifat 

kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu. Ketiga, halangan 

yang sifatnya mengubah sebagian kemampuan bertindak secara hukum seperti 

orang yang failit, di bawah pengampuan, dan lain-lain.   

Kemampuan untuk memahami taklif (beban hukum) hanya bisa 

dicapai melalui akal manusia yang sehat. Karena akal merupakan sesuatu yang 

tersembunyi dan sulit diukur serta berbeda antara satu orang dengan yang 

lainnya sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka hukum Islam 

menetapkan patokan dasar sebagai indikasi luar dalam menentukan apakah 

seseorang telah cukup berakal atau belum. Indikasi luar tersebut dikenal 

dengan istilah baligh. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang telah 

baligh ataukah belum ditandai dengan keluarnya darah haid pertama kali bagi 

wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi pria baik dalam keadaan terjaga 

maupun mimpi.  

Nampak jelas dalam konsep hukum Islam bahwa kedewasaan atau 

kemampuan bertindak seseorang dalam hukum tidak berdasarkan usia, namun 

lebih melihat dari aspek biologis manusia itu sendiri, di samping itu juga 
                                                 

  14TM.Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 
2001, hlm. 501 
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diperhatikan unsur-unsur berakal sehat dan baligh. Oleh karena itu sifatnya 

sangat bergantung pada personalitas pelaku dan sangat beragam.   

 Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat rumusan 

tentang kecakapan (usia dewasa) seseorang untuk melakukan perbuatan 

hukum. Salah satu wujud perbuatan hukum adalah perkawinan, dan dapat 

dikatakan bahwa konsep hukum Islam tentang pekawinan memerlukan 

persyaratan pelakunya mukallaf. Yang dimaksud mukallaf adalah orang yang 

kepadanya diberatkan taklif atau dibebankan hukum agama Islam.15 Menurut   

Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkwajiban 

melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.16 

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penulis melihat pembentuk 

undang-undang di Indonesia menyadari bahwa batas usia yang ditentukan 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah perkawinan. Perkawinan 

merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk 

keluarga. Perjanjian di sini, mencakup segala sesuatu yang meliputi 

perwujudan hak-hak suami dan isteri untuk melahirkan dan membesarkan 

anak. Lebih dari itu, perkawinan sesungguhnya adalah perubahan status baru 

bagi seseorang dan pengakuan status tersebut bagi orang lain.17 Perubahan 

dimaksud di antaranya, pihak laki-laki disebut sebagai suami dan pihak wanita 

disebut sebagai istri. 

                                                 
15Zahri Hamid , Peribadatan dalam Agama Islam, Bandung : PT Al-Maarif , 1980, hlm. 

26. 
16Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 42. 
17Hendi Suhendi dan Ramdhani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga Bandung: 

Pustaka Setia, 2001, hlm 118.  
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Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan 

saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadaNya, tetapi sekaligus 

menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun 

demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina 

keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka 

perlu diatur kematangan usia masing-masing. Karena banyak perkawinan 

yang hancur disebabkan usia pasangan yang belum memadai untuk 

menempuh sebuah rumah tangga. 

Suami dan isteri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala 

sesuatu dalam hidup ini. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah 

juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah 

pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya 

dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu 

jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat 

kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia 

merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila 

ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar 

kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga 

yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina 

dengan budi pekerti yang mulia.18  

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin 

cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem 

                                                 
18Abdul Aziz al-‘Arusy, Menuju Islam Yang Benar, Terj. Agil Husain al- Munawwar dan 

Badri hasan, Semarang: Toha Putra, 1994, hlm. 160  
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keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan 

sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas 

hidup sehari-hari.19 Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri 

telah memiliki kematangan dalam usia, maka bukan tidak mungkin dapat 

terbentuknya saling pengertian. Meskipun sangat disadari bahwa usia tidak 

mutlak menjamin kebahagiaan dan pengertian dalam rumah tangga. Namun 

setidaknya usia menjadi salah satu bagian dari kedewasaan berpikir seseorang.  

Mukallaf adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban 

tugas pelaksanaan hukum taklifi. Mukallaf disebut juga dengan istilah 

mahkum alaih. Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal 

dan kemampuan memahami padanya. Masalahnya, apakah yang menjadi batas 

baligh itu sehingga anak itu sudah melewati masa anak-anak dan sudah masuk 

kurun dewasa, batas tersebut ialah baligh. Tanda baligh untuk anak wanita 

ialah mulai datang masa kotornya. (haid), dan bagi anak laki-laki adalah mulai 

datang mimpi. Para ulama mengambil batas baligh tersebut berdasarkan 

isyarat Al Qur'an.20  

Diisyaratkan oleh ayat itu sehingga apabila mereka sampai usia untuk 

nikah, bagi wanita usia tersebut ialah mulai nampak haid yang datangnya 

secara alamiah sebagai tanda mulai usia dewasa bagi anak wanita. Bagi anak 

pria ialah mulai datang mimpi yang mengeluarkan mani secara alamiah pula. 

Kedatangan tanda-tanda tersebut tidak dalam usia sama antara anak wanita 

dengan pria, bahkan sesama anak wanita dan sesama anak pria pun tidak sama 
                                                 

19Ibnu M. Rasyid, Mahligai Perkawinan, Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 1989, hlm.75.  
20Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm.161-

162  
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pula. Tergantung pada kematangan pisik masing-masing, ada yang agak lebih 

cepat dan ada yang sedikit terlambat dari temannya yang lain.  

Kepada mereka yang sudah baligh, yang sudah sampai usia nikah, 

dipandang mempunyai kemampuan menerima penuh dan berbuat penuh yang 

bertanggung jawab. Ayat itu juga mengisyaratkan bahwa masalah perkawinan 

atau masalah rumah tangga ialah masalah yang harus menjamin 

berlangsungnya penerimaan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh kedua belah 

pihak secara adil dan seimbang. Beban tugas (taklif) yang demikian hanya 

dipikulkan di atas pundak orang yang sudah dewasa pisik dan umur.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan 

bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam 

pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur 

meskipun ada izin dari wali. Menurutnya, oleh karena kitab Fiqih 

mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal 

undang-undang perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya perkawinan 

jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak 

tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun yang menerangkan, bahwa 

perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan perantaraan wali 

itu diperbolehkan oleh Nabi, setelah wahyu yang terperinci tentang 

undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah.  

2. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah al-Qur'an 

surat an-Nisa ayat 6. Terhadap ayat ini, Ibnu Kasir dalam tafsirnya 

menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada 

orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan tasaruf 

penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan 

kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin 

kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang 

ataupun cara lainnya. Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir 
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menyimpulkan, orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan 

hijr (larangan) yaitu tidak boleh men-tasaruf-kan hartanya). Mereka yang 

di hijr ini ada beberapa macam; adakalanya karena usia orang yang 

bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil 

tidak dianggap (dalam mu'amalah). 

B. Saran-saran 

Meskipun pendapat Maulana Muhammad Ali kontroversil dan kurang 

sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat standar namun sebagai sebuah 

wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan 

dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran 

yang demikian luas. 

C. Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah 

akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis 

harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  
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-  MTs Walisongo Pemalang  lulus th. 2000   

-  MA Tebuireng Jombang lulus th. 2003 

-  Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 

Angkatan 2003 

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 
 

Zaenal Mutakin 
 

 

 
 

 


